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Dari zaman sebelum kemerdekaan hingga

setelah merdeka, poligami dan perkawinan

anak menjadi isu yang disoroti oleh banyak

perempuan di Indonesia. Ketika itu, banyak

perempuan yang merasa tertindas dan

dirugikan haknya. Oleh karena itu, selama

bertahun-tahun kelompok perempuan berjuang

agar pemerintah membuat aturan tentang

perkawinan.
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Akhirnya pada tahun 1974, lahir Undang-Undang (UU)

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hadirnya

kebijakan pada konteks saat itu merupakan terobosan

karena setidaknya memberikan kepastian hukum terhadap

hak perempuan dalam masalah perkawinan. Meskipun UU

itu sebenarnya tidak melarang poligami, tetapi ditegaskan

bahwa asas dari perkawinan di Indonesia adalah

monogami. 
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Namun, persoalan perkawinan anak menjadi hal lain. Dalam

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan tahun 1973,

dinyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan adalah 21

tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Saat disahkan

menjadi UU Nomor 1 Tahun 1974, batas minimal usia perkawinan

turun menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi

perempuan. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh faktor agama,

norma sosial, dan budaya patriarki. Selain itu, jika ada hal yang

‘mengharuskan’ pasangan menikah di bawah batas minimal usia

perkawinan, mereka juga dapat meminta dispensasi ke

pengadilan yang ditunjuk oleh orang tua.

Pasal 7
  

(1) Perkawinan  hanya  diizinkan   jika  pihak   pria   sudah   mencapai   umur 19
      (sembilan  belas) tahun dan  pihak  wanita sudah  mencapai  umur  16 (enam
      belas) tahun.
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Perbedaan usia tersebut menjadi masalah karena menunjukkan

adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Selain

itu, batas minimal usia perkawinan bagi perempuan masih

digolongkan sebagai usia anak. Hal ini merujuk pada definisi anak

dalam UU Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 tahun.

Maka dari itu, dapat dikatakan

UU Perkawinan menjadi

aturan yang melegalkan

perkawinan anak.
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Perkawinan anak merupakan masalah karena menimbulkan

berbagai dampak negatif mulai dari segi kesehatan reproduksi,

hilangnya akses anak ke pendidikan, hingga berpotensi terjadi

kekerasan dalam rumah tangga karena kondisi psikologis yang

belum matang. Atas desakan dari masyarakat salah satunya

Koalisi Perempuan Indonesia yang mengajukan                             ke

Mahkamah Konstitusi, akhirnya pada tahun 2019 pemerintah

mengubah batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun baik

untuk laki-laki maupun perempuan. Perubahan aturan tersebut

dituangkan ke dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. 

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:1.



Pasal 7
     

       (1) Perkawinan   hanya   diizinkan    apabila    pria   dan  wanita
             sudah mencapai umur 19 (sembilan  belas) tahun.

judicial review
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Setelah disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019, praktik

perkawinan anak di Indonesia tidak hilang begitu saja. UNFPA

menyebutkan saat ini Indonesia berada di peringkat ke-8

perkawinan anak terbesar di dunia. Terlebih dalam situasi

pandemi Covid-19, permohonan dispensasi perkawinan

mengalami peningkatan. Ini menandakan perjuangan masyarakat

dan negara untuk menghapus praktik perkawinan anak masih

panjang.
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